
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1999  

TENTANG 
JAMINAN FIDUSIA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia 

usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya 
ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai 
lembaga jaminan; 

      b. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan 
sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum 
diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan 
komprehensif; 

      c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu 
pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta 
mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang 
berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap 
mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan 
pada Kantor Pendaftaran Fidusia; 

      d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang 
tentang Jaminan Fidusia; 

 
Mengingat :  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945; 
 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA 
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KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 
benda. 

2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 
Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia 
terhadap kreditor lainnya. 

3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaan. 
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik 

yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang 
tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak 
dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. 

5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik 
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang 
mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan 
Fidusia. 

7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan 
dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang 
lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen. 

8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian 
atau undang-undang. 

9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau 
undang-undang. 

10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 
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BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
 

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan 
untuk membebani Benda Jaminan Fidusia. 

 
Pasal 3 

 
Undang-undang ini tidak berlaku terhadap: 
a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, 

sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan 
jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; 

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua 
puluh) M3 atau lebih; 

c. Hipotek atas pesawat terbang; dan 
d. Gadai. 

 
BAB III 

PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN DAN 
HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA 

 
Bagian Pertama 

Pembebanan Jaminan Fidusia 
Pasal 4 

 
Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanian 
pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi 
suatu prestasi. 

 
Pasal 5 

 
(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta 

notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan 
Fidusia. 

(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 6 
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Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 
b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 
c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; 
d. nilai penjaminan; dan 
e nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

 
Pasal 7 

 
Utang yang pelunasannya dajamin dengan fidusia dapat berupa: 
a. utang yang telah ada; 
b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan 

dalam jumlah tertentu; dan 
c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya 

berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban 
memenuhi suatu prestasi. 

 
Pasal 8 

 
Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima 
Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut. 

 
Pasal 9 

 
(1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau 

jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat 
jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. 

(2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh 
kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu 
dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. 

 
Pasal 10 

 
Kecuali diperjanjikan lain: 
a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia. 
 
b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. 
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Bagian Kedua 

Pendaftaran Jaminan Fidusia 
 

Pasal 11 
 

(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. 
(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di 

luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku. 

 
Pasal 12 

 
(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 
(2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta 

dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik 
Indonesia. 

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. 

(4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia 
untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan 
Keputusan Presiden. 

 
Pasal 13 

 
(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima 

Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerimaan Fidusia, kuasa atau 
wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan 
Fidusia. 

(2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
memuat: 

 a. indentitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 
 b. tanggal, nomor akta Jaminana Fidusia, nama, dan tempat 

kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; 
 c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; 
 d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; 
 e. nilai penjaminan; dan 
 f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 
(3) Kantor Pendaftaran Fidusia memuat Jaminan Fidusia dalam Buku 

Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan 


